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pencaparannYa;

1.,ffir:[,',ffi8Tffi
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang

Pembentukan p.tttt'-Otetat' Kabupaten di

i,i"utii""e;Ptopinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

i"p:.urrf-r"donesia Tahun 1950 Nomor 19'

f"-Urt"t Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
f{,euanggl lrtegara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran WEgara No_o. +AOt;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O04 tentangSistem perencanaan pembangunan - ltlionat
ltelUgan Negara Tahun ZOd+ 

-fVo.rro.*' 
rO+,Tambahan Lembaran Negara Nomor 442\;
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4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 lenlan.g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan l,embaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 20O8 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2OO8 Nomor 59, Tambahan l,embaran Negara Nomor
48a41 ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(l,embaran Negara Tahun 2Ol7 Nomor 82,
Tambahan kmbaran Negara Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2O10 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2O|O-2OL4;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun
20Oq tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur
Tahun 2OO9-2O14;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun
20ll tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan
Pencapaian Target Millenium Development Goals
Provinsi Jawa Timur Tahun 2Oll-2O15;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor
1O Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
T\rlungagung tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten T\rlungagung Tahun 2Ol3 Nomor I Seri
c).
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Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PERCEPATAN  PENCAPAIAN  TARGET  MILLENIUM
DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2014-2015

Pasal l

Dalatn Pcraturan Bupatiini yang dimaksud dengan  :
1. Peme五 ntah Dacrah Kabupatcn adalah PcmeHntah
Dacah Kabupatcn Tulungagung
2. Bupad adalah Bupad Tulungagung.
3 Pembangunan  Dacrah  addah  rangkaian
penyelenggaraan peme五 ntahan dan pembangunan di
Kabupaten Tulungagung.
4. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Targct
Mmenmm Development Goals yang sel痢 utnya
disebut RAD MDGs adalah Rencana Aksi Daerah
Percepatan Pencapdan Target Millenium Development
Goals Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2015

Pasal 2

RAD MDGs merupakan pedoman dalam upaya percepatan
pencapaian target Millenium Development Goals dalam
mendukung pelaksanaan pembangunan daerah daiam
bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta
kegiatan.

Pasal 3

RAD MDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, terdiri dari :
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BAB I
BAB H

c. BAB IH
d.BAB IV

Pendahuluan;
Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan
Pencapaian Target MDGs ;

Pemantauan dan Evaluasi
Penutup

Pasal 4

RAD MDGs menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten T\.rlungagung untuk
menlrusun Rencana Kerja, dan menjadi acuan bagi parapemangku kepentingan dalam upaya percepatan
pencapaian target Millenium Developm."tborf 

".



　ヽ
ヽ

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan RAD MDGs.

(2|Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD
MDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tulung4gung.

Ditetapkandi'I\rlungagung
pada tanggal 1 Nopember 2013

BT'PATI TULUIIGAGIITTG. /1'tl
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Diundangkan di Trrlungagung

l Nopcmber 2013
DAERAH

Pcmbina Utama Madya
NIP. 195909191990031006

Bchta Daerah Kabupatcn Tulungavg
Tahun 2013 Nomor 29

pada


